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Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum/Kelompok 

Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi 

menghimpun warga masyarakat yang dengan 

kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan 

kesadaran hukum bagi dirinya

Pelaksana

Pelaksana kegiatan

Pembentukan dan Pembinaan

Keluarga Sadar Hukum di 

tingkat Pusat dan Daerah 

adalah Penyuluh Hukum dan 

Apartur Sipil Negara (ASN)

yang melaksanakan tugas di 

bidang penyuluhan hukum.

Tujuan Pembentukan

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan

kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga

negara Indonesia; dan

2. Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati

terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku..
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Pengertian

Persyaratan Pembentukan Kadarkum



Pembentukan Kadarkum
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Kadarkum Pusat : Perwakilan tingkat pusat

Kadarkum Daerah : Perwakilan berada di 

kelurahan

Pembentukan Kadarkum

Penetapan Kadarkum

Keanggotaan

Fungsi dan Tugas

KSH

1. Sebagai wadah untuk

menghimpun warga

masyarakat yang berkesadaran

hukum.

2. Tugasnya meningkatkan

kesadaran hukum bagi

anggota maupun masyarakat

pada umumnya.

3. Mempunyai tugas

menyelesaikan permaslahan

hukum yang terjadi di 

masyarakat (non litigasi)
Anggota masyarakat, Tomas, Todat, 

RT/RW dan unsur masyarakat lain atas

kemauan sendiri berjumlah minimal 15 

orang

Di pusat dengan keputusan Ka BPHN

Di daerah dengan keputusan Pejabat

Lurah/Ka Desa



Tingkat Pusat terdiri atas :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

selaku Penasehat

2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

selaku Ketua

3. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan

Hukum selaku Sekretaris

4. Seluruh Kementerian/Lembaga Tingkat

Pusat yang terkait dengan peningkatan

kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh

Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh

Organisasi Keagamaan , selaku anggota

Tingkat Daerah terdiri atas :

1. Gubernur selaku Penasehat

2. Bupati/Walikota selaku Ketua

3. Kakanwil/Kadiv selaku Sekretaris

4. Seluruh unsur Pemerintah Daerah dan

Kementerian/Lembaga di wilayah yang

terkait dengan peningkatan kesadaran

hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi

Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi

Keagamaan, selaku anggota

Pembina Keluarga Sadar Hukum 



Pembinaan 
Kadarkum

Simulasi Lomba Kadarkum

Permainan dengan

mempergunakan seperangkat

peralatan berupa beberan beserta

perlengkapannya yang dimainkan

secara Bersama-sama oleh peserta

simulasi

Suatu sarana untuk meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman

hukum terhadap kelompok

kadarkum berprestasi

Temu Sadar Hukum Diskusi Hukum

Pertemuan berkala antara para 

anggota dalam 1 (satu) kelompok

kadarkum yang satu dengan

kelompok kadarkum lainnya

dengan melakukan kegiatan yang 

dapat meningkatkan kesadaran

hukum bagi mereka.

Bentuk interaksi tukar pikiran

tentang suatu masalah hukum

tertentu baik secara tatap muka

maupun secara virtual antar para 

anggota dalam 1 (satu) kadarkum

atau antar kadarkum.
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PENILAIAN

Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap

Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai

Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4

(empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum,

dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan,

dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan batas nilai

minimal setiap dimensi sebagai berikut:

Kriteria Penilaian Nilai Minimal

Dimensi Akses Informasi Hukum 22

Dimensi Akses Implementasi Hukum 13

Dimensi Akses Keadilan 5

Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi 5
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Pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Indonesia 
dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap hasil capaian Desa/Kelurahan Sadar 
Hukum yang telah diresmikan dengan kriteria meliputi konsistensi terhadap 
empat dimensi antara lain: 
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Dimensi Akses Informasi

Hukum

Dimensi Akses

Implementasi Hukum
Dimensi Akses Keadilan

Dimensi Akses

Demokrasi Regulasi

konsistensi kegiatan

penyebarluasan informasi

hukum terhadap

kelompok Kadarkum

melalui penyuluhan hukum

langsung dan 

tidak langsung

konsistensi terhadap

keamanan, ketertiban, 

kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat

konsistensi terhadap

layanan bantuan hukum, 

peran tokoh masyarakat, 

tokoh agama, tokoh

adat dalam penyelesaian

permasalahan hukum

non litigasi di 

masyarakat

konsistensi kegiatan yang 

melibatkan peran

partisipasi aparat Desa/

Kelurahan dan 

masyarakat dalam

menjalankan program 

pemerintah.





Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi
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